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PERAN POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK 







Anak-anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan baik fisik, 
mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan 
dari orang tua. Perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak merupakan kewajiban agama 
dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan 
negara. Untuk mengakomodasi penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam proses 
peradilan pidana di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan Undang- Undang Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini lahir untuk melaksanakan 
pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. 
 
Kata Kunci : Peran Polri, Penyidikan tindak pidana, Anak yang berkonflik dengan hukum . 
 
I. Pendahuluan 
Anak-anak yang karena 
ketidakmampuan, ketergantungan dan 
ketidakmatangan baik fisik, mental 
maupun intelektualnya perlu mendapat 
perlindungan, perawatan dan bimbingan 
dari orang tua. Perawatan, pengasuhan 
dan pendidikan anak merupakan 
kewajiban agama dan kemanusiaan yang 
harus dilaksanakan mulai dari orang tua, 
keluarga, masyarakat, dan negara.1 
 Pada situasi dan kondisi sosial 
yang beranekaragam di masyarakat, 
bahkan adanya kesenjangan ekonomi di 
antara masyarakat tersebut, pelaku 
kejahatan mencoba mempertahankan diri 
untuk mempertahankan hidupnya dengan 
melakukan berbagai tindak kejahatan 
yang menimbulkan rasa takut serta 
kerugian baik materiil maupun non 
materiil di masyarakat. Ironisnya, 
sebagian dari pelaku kejahatan tersebut 
adalah anak-anak. Dari hasil 
pendampingan yang dilakukan salah satu 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 
disebutkan bahwa tidak sedikit anak-
anak melakukan kejahatan seperti 
pencurian, perkelahian, yang diakibatkan 
                                                          
1  Arif Gosita, Masalah Perlindungan 
Anak,  Jakarta: Akademika Pressindo CV, 1984 
hal.44. 
oleh tidak adanya perhatian dari orang 
dewasa atau wali mereka. 2 
 Penggunaan kata pelaku dengan 
tanda kutip dimaksudkan bahwa anak 
bukanlah pelaku kejahatan, akan tetapi 
untuk anak lebih sesuai digunakan istilah 
kenakalan yang sesungguhnya. Menurut 
kriminolog Universitas Indonesia 
Purniati, ketika anak melakukan 
kenakalan, ia bukan berstatus sebagai 
pelaku, melainkan korban. Korban 
pergaulan, korban ekonomi, bahkan 
korban media.3 
Pada usia anak-anak, terdapat 
juga kelompok beresiko yang dapat 
melakukan kejahatan, yaitu anak-anak 
yang memiliki masalah dengan keluarga 
dan sekolah, anak-anak yang terlibat atau 
mengalami kekerasan, anak-anak yang 
salah bergaul, dan kadang anak-anak 
yang hiperaktif, atau anak-anak yang 
tingkat intelegensianya rendah.4 
Hukum mengenai perlindungan 
anak sebagai suatu  kajian relatife baru, 
bahkan dapat dikatakan masih banyak 
belum dikenal dalam kurikulum 
                                                          
2 Media Indonesia “ Kenali Dengan Baik 
Anak Anda “  tanggal 26 Juli 2008. 
3 Koran Suara Pembaruan Daily, Anak 
Menjadi Pelaku Kejahatan, 24 Juli 2008. 
4 www. Kabar Indonesia.com, 
kriminalitas anak-anak dan masa depan, 11 
April 2008 
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pendidikan di Indonesia. Sebagai suatu 
kajian, hukum perlindungan anak telah 
dikenal di beberapa Negara Barat, 
melalui tulisan-tulisan khusus tentang 
masalah tersebut. Di Indonesia, aspek-
aspek hukum perlindungan anak dapat 
ditemui dalam berbagai ketentuan 
hukum, baik tertulis maupun hukum adat, 
hanya tolok ukur yang dipergunakan 
mungkin berbeda. Tolok ukur ini 
tentunya bagi tiap masyarakat dan 
negara akan lain, karena adanya 
pengaruh berbagai macam faktor lain. 
Selain itu di negara kita, perhatian dalam 
bidang perlindungan anak dan remaja 
menjadi salah satu tujuan pembangunan. 
Disadari bahwa dalam proses 
pembangunan, akibat tidak adanya 
perlindungan anak, akan menimbulkan 
berbagai masalah sosial yang dapat 
mengganggu jalannya pembangunan itu 
sendiri dan mengganggu ketertiban serta 
keamanan.5 
Indonesia, anak-anak yang 
berkonflik dengan hukum, merupakan 
masalah yang sampai saat ini belum 
teratasi dan menjadi perhatian. Ironisnya 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak sendiri belum 
mengacu kepada Beijing Rules, yaitu 
instrument internasional tentang standar 
minimum sistem peradilan anak sehingga 
beberapa standar internasional belum 
dimasukkan. Beijing Rules merupakan 
kesepakatan internasional yang 
diselenggarakan oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) di Beijing tahun 
1985 yang salah satu materinya 
mengatur tentang pertanggungjawaban 
pidana anak (age of criminal 
responsibility) agar tidak ditentukan 
terlalu rendah dengan 
mempertimbangkan kematangan 
emosional, mental dan intelektual.6 
Begitu juga dengan anak yang 
melakukan kejahatan. Hak-haknya sering 
tidak dilindungi, baik saat proses 
                                                          
5 I Made Widnyana, 1993, Kapita Selekta 
Hukum Pidana Adat, Bandung: Eresco hal 14 
6 Undang-undang Peradilan Anak (UU 
Nomor 3 Tahun 1997), Jakarta: Sinar Grafika, 
2000. 
penyidikan ataupun persidangan di 
pengadilan. Kenyataannya, anak 
melakukan tindak pidana karena 
dipengaruhi lingkungan sekitarnya. 
Dalam posisi ini hak anak untuk 
mendapatkan lingkungan yang baik untuk 
fisik dan mentalnya sebenarnya telah 
dilanggar. Karenanya tindak pidana yang 
dilakukan tidak hanya membuat ia 
menjadi pelaku tapi juga korban.7 
 Kekhususan anak juga membuat 
proses hukum yang khusus bagi mereka. 
Masa depan anak harus diperhatikan. 
Karenanya cap masyarakat terhadap anak 
menjadi korban maupun pelaku 
kejahatan harus dihindari, sebab 
seringkali menyebabkan mereka keluar 
dari sekolahnya dan diasingkan oleh 
komunitasnya. 
 Undang-Undang Nomor 23 tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak 
mengatur mengenai perlindungan yang 
harus diberikan kepada anak yang 
berkonflik dengan hukum. Di antaranya 
melalui perlakuan atas anak secara 
manusiawi dengan martabat dan hak-hak 
anak. Anak sebagai pelaku kejahatan juga 
tetap harus diperlakukan secara 
manusiawi, disediakan petugas 
pendamping khusus anak sehingga 
dimungkinkan tidak akan terjadi 
kegoncangan jiwa dan memudahkan 
dalam proses peradilan. Selain itu sarana 
dan prasarana juga harus diberikan 
secara khusus bagi anak sehingga anak 
tidak terkontaminasi oleh penjahat orang 
dewasa.8 
Komnas Perlindungan Anak 
sebenarnya merupakan salah satu dari 
independent body of child protection  , 
sebagai konsekuensi dari ratifikasi 
konvensi PBB tentang hak anak melalui 
Keppres Nomor 36 Tahun 1990. 
                                                          
7 Kanter dan Sianturi, Asas-asas Hukum 
Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 
Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982 hal  43. 
8 Dikutip dari salah satu bagian kalimat 
pada pengantar buku Perlindungan Anak: 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, disusun oleh 
Apong Herlina dkk., (Jakarta: UNICEF, 2003). 
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Diratifikasinya traktat tersebut 
membawa konsekuensi timbulnya 
kewajiban. Dengan demikian, maka 
terdapat satu kewajiban pemerintah 
untuk membentuk suatu traktat body  
yang dalam hal ini adalah komisi nasional 
perlindungan anak. Dengan demikian, 
ratifikasi tersebut merupakan bagian dari 
proses komitmen Indonesia untuk 
ratifikasi dan mengimplementasikan hak 
anak itu ke dalam hukum nasional dan ke 
dalam program sehari-hari.9 
Anak nakal adalah anak yang 
malakukan pelanggaran atau melakukan 
perbuatan termasuk perbuatan yang 
dilarang menurut ketentuan adat, 
kebiasaan dan sebagainya. Hal tersebut 
apabila diartikan, dapat disamakan 
dengan tindakan misalnya merokok dan 
tidak hormat orang tua. Jadi timbul 
ketidakjelasan antara straafbar dan 
juvenile. Kebiasaan ini perlu 
diamandemen, sehingga perbedaan 
antara kenakalan anak dan kejahatan 
anak dapat terpisah secara tegas.10 
Lebih dari 4.000 anak Indonesia 
diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas 
kejahatan ringan seperti pencurian. Pada 
umumnya mereka tidak mendapatkan 
dukungan dari pengacara maupun dinas 
sosial. Maka tidaklah mengejutkan, 
sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya 
dijebloskan ke penjara atau rumah 
tahanan.11 Sepanjang tahun 2000, tercatat 
dalam statistik kriminal kepolisian terdapat 
lebih dari 11.344 anak yang disangka 
sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan 
Januari hingga Mei 2002, ditemukan 4.325 
tahanan anak di rumah tahanan dan 
lembaga pemasyarakatan di seluruh 
Indonesia. Lebih menyedihkan, sebagian 
besar (84.2%) anak-anak ini berada di 
                                                          
9 LBH Jakarta, 2004, Bagaimana bila : 
Anak Anda Menjadi Korban atau Pelaku 
Kejahatan, Jakarta 
10 Disampaikan oleh Dra Magdalena 
Sitorus dalam seminar kejahatan terhadap 
anak, Jakarta Juli 2006 
11 Steven Allen, Kata Pengantar, dalam 
Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made 
Martini Tinduk, Analisa Situasi Sistem Peradilan 
Pidana Anak (Juvenile Justice System) di 
Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003, hal. I 
dalam lembaga penahanan dan 
pemenjaraan untuk orang-orang dewasa 
dan pemuda. Jumlah anak-anak yang 
ditahan tersebut, tidak termasuk anak-anak 
yang ditahan dalam kantor polisi (Polsek, 
Polres, Polda dan Mabes). 
Kondisi ini tentu saja sangat 
memprihatinkan, karena banyak anak-anak 
yang harus berhadapan dengan proses 
peradilan. Keberadaan anak-anak dalam 
tempat penahanan dan pemenjaraan 
bersama orang-orang yang lebih dewasa, 
menempatkan anak-anak pada situasi 
rawan menjadi korban berbagai tindak 
kekerasan. 12 Anak-anak dalam kondisi 
demikian disebut dengan anak yang 
berkonflik dengan hukum (children in 
conflict with the law). 
 
II. Faktor-Faktor Apakah Yang 
Menyebabkan Munculnya 
Problematika Penyidikan Tindak 
Pidana Anak 
A. Tinjauan Umum tentang Anak 
Menurut Undang-undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, yaitu Anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam 
kandungan.13 
Menurut Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 
yaitu anak adalah orang yang dalam 
perkara Anak Nakal telah mencapai 
umum 8 (delapan) tahun tetapi belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 
dan belum pernah kawin.14 
Sobur (1988), mengartikan anak 
sebagai orang yang mempunyai pikiran, 
perasaan, sikap dan minat berbeda 
dengan orang dewasa dengan segala 
keterbatasan. Haditono berpendapat 
bahwa anak merupakan mahluk yang 
membutuhkan pemeliharaan, kasih 
                                                          
12 Tim Analisa Situasi dalam Kata 
Pengantar, ibid, hal. ii-iii 
13 Republik Indonesia, Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, Pasal 1 angka 1. 
14 Republik Indonesia, Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 1. 
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sayang dan tempat bagi 
perkembangannya. Selain itu anak 
merupakan bagian dari keluarga, dan 
keluarga memberi kesempatan bagi anak 
untuk belajar tingkah laku yang penting 
untuk perkembangan yang cukup baik 
dalam kehidupan bersama (Damayanti, 
1992). 
Kasiram (1994), mengatakan anak 
adalah makhluk yang sedang dalam taraf 
perkembangan yang mempunyai 
perasaan, pikiran, kehendak sendiri, yang 
kesemuannya itu merupakan totalitas 
psikis dan sifat-sifat serta struktur yang 







B. Faktor-Faktor Apakah Yang 
Menyebabkan Munculnya 
Problematika Penyidikan Tindak 
Pidana Anak 
Penguasa tidak boleh sewenang-
wenang terhadap individu dan 
kekuasaannya pun harus dibatasi,16 oleh 
karena itu dalam suatu negara hukum selain 
terdapat persamaan (equality) juga 
pembatasan (restriction). Batas-batas 
kekuasaan ini juga berubah-ubah, 
tergantung kepada keadaan. Namun sarana 
yang dipergunakan untuk membatasi kedua 
kepentingan itu adalah hukum. Baik negara 
maupun individu adalah subyek hukum 
yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh 
karena itu, dalam suatu negara hukum, 
kedudukan dan hubungan individu dengan 
negara senantiasa dalam keseimbangan. 
                                                          
15 Suryabrata, Sumadi, Pengembangan 




kronologis-dan-psikologis/, diakses tanggal 1 
Maret 2012. 
16 Lilik Mulyadi, Tindak Pidana 
Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, 
Praktik dan Masalahnya, PT. Alumni, 
Bandung, 2007, halaman 83. 
Kedua-duanya mempunyai hak dan 
kewajiban yang dilindungi oleh hukum.17 
Tujuan yang hendak dicapai Negara 
Indonesia adalah terwujudnya masyarakat 
adil dan makmur baik spiritual maupun 
materiil berdasarkan Pancasila, sehingga 
disebut juga sebagai negara hukum yang 
memiliki karakteristik mandiri yaitu Negara 
Hukum berdasarkan  Pancasila.18 
Kendala dan hambatan penyidikan 
yang dilakukan Polri adalah: 
1. Berbenturan dengan adat istiadat 
yang berlaku. 
2. Bertentangan dengan norma agama.  
3. Ada rasa ketakutan dalam menjalani 
hidup di masa yang akan datang 
     dengan hadirnya ancaman 
diputuskan dan tidak ada 
yang bertanggungjawab.  
4. Merasa tidak dapat berbuat sesuatu 
dan korban cenderung pasrah 
dan menerima.  
5. Penyidik tidak bisa secara penuh 
melakukan penyidikan 
dikarenakan korban menutup diri dan 
tidak terbuka.  
6. Seringnya dialami pencabutan 
penuntutan atau kasus yang 
dilakukan korban, walaupun proses 
sidik masih berlangsung. 
  Tindak pidana anak adalah 
merupakan delik biasa. Walaupun 
pencabutan laporan sudah dilakukan 
bukan berarti perkara selesai. Hal 
tersebut sifatnya hanya meringankan 
vonis bagi hakim, tidak itu saja. Dalam 
hal yang menentukan bersalah atau tidak 
adalah hakim.19 
 
                                                          
17 Ibid. 
18 Rukmana Amanwinata, Pengaturan 
dan Batas Implementasi Kemerdekaan 
Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 
UUD 1945, Disertasi, Fakultas Hukum 
Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 
Bandung, 1996, halaman 109. 
19 Kurnia Hadi, “Kendala dan Hambatan 
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III. Peran Polri Dalam Proses 
Penyidik Tindak Pidana 
Terhadap Anak Yang Berkonflik 
Dengan Hukum 
A. Pelaksanaan Penyidikan 
Terhadap Tindak Pidana Yang 
Dilakukan Oleh Anak 
Berkaitan dengan anak yang 
melakukan perbuatan pidana sehingga 
harus diajukan ke sidang pengadilan anak, 
perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-
anak adalah sejenis dengan perbuatan yang 
dilakukan oleh orang dewasa. Yang 
membedakan adalah pelakunya, yakni anak-
anak. Pengetahuan ini sangat penting untuk 
diketahui oleh pejabat-pejabat yang 
bersangkutan dengan anak-anak yang 
melakukan perbuatan melanggar hukum 
atau melakukan tindak pidana. 
Tujuan diberikannya perlindungan 
hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk 
menghormati hak asasi si pelaku agar 
nasibnya tidak terkatung-katung, adanya 
kepastian hukum bagi pelaku serta 
menghindari perlakuan sewenang-wenang 
dan tidak wajar (Didik dan Elisatris, 2007). 
Sedangkan konsepsi perlindungan anak 
meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti 
bahwa perlindungan anak tidak hanya 
mengenai perlindungan atas jiwa dan raga 
anak, tetapi mencakup pula perlindungan 
atas semua hak serta kepentingannya yang 
dapat menjamin prtumbuhan secara wajar, 
baik secara rohani, jasmani maupun 
sosialnya sehingga diharapkan dapat 
menjadi orang dewasa yang mampu 
berkarya (Wagiati Soetodjo, 2006). 
Labelisasi penting untuk 
dihindarkan bagi anak yang melakukan 
tindak pidana , karena cap 
jahat/stigma/label jahat akan melekat terus 
walaupun yang bersangkutan tidak 
melakukan kejahatan lagi. Oleh Howard 
Becker (1973), dinyatakan the deviant is one 
to whom that label has successfully been 
applied; deviant behavior that people so 
label. 
Ratifikasi Convention On the Rights 
of The Child  1989 (Konvensi tentang Hak-
hak Anak)  dengan Keputusan Presiden No. 
36 tahun 1990 telah membuka lembaran 
baru dalam penerapan instrumen 
internasional dalam peradilan anak di 
Indonesia. Ketentuan dalam Konvensi Hak-
Hak Anak  sebagai standar perlindungan 
ataupun perlakuan terhadap   anak-anak 
yang  berkonflik dengan hukum (standards 
regarding children in conflict with the law)  
dapat dilihat dalam  Artikel 37 dan Artikel 
40 (Barda Nawawi Arief, 1998). 
 
B. Peran Polri Dalam Proses 
Penyidik Tindak Pidana 
Terhadap Anak Yang Berkonflik 
Dengan Hukum 
Anak dalam pengertian pidana, 
lebih diutamakan pemahaman terhadap 
hak-hak anak yang harus dilindungi, 
karena secara kodrat memiliki substansi 
yang lemah (kurang) dan dalam sisem 
hukum dipandang sebagai subyek hukum 
yang dicangkokkan dari bentuk 
pertanggung jawaban, sebagai layaknya 
seorang subyek hukum yang normal. 
Dalam kesempatan ini, akan 
dikemukakan satu permasalahan yaitu 
tentang bagaimana implementasi 
tersangka anak sebagai pelaku kejahatan 
asusila dalam proses penyidikan.20 
 Anak yang melakukan kejahatan 
sebenarnya tidak harus dijatuhi pidana, 
sebagaimana dimaksud dalam UU No. 3 
Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, 
pasal 22 dan 24. Sebenarnya penjatuhan 
pidana yang dilakukan seorang hakim, 
sebagai perampasan kemerdekaan 
terhadap seorang anak, harus sebagai hal 
ultimum remedium, sebagai pilihan 
terakhir dan pilihan ini tentu saja harus 
melalui pertimbangan sangat matang dan 
melibatkan banyak pihak berkompeten 
dan itu juga harus diyakini bertujuan 
untuk memberikan atau dalam rangka 
kepentingan yang terbaik bagi anak 
tersebut. Dan kita tentu mahfum, penjara 
Indonesia hari ini sangat tidak layak 
dalam konteks kepentingan terbaik bagi 
anak, baik bila dilihat dari aspek 
infrastruktur dan fasilitasnya maupun 
                                                          
20 Handarweni, “Penyidikan Anak”,  
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petugasnya. Malah yang terjadi sekarang, 
penjara anak juga dijejali tahanan orang 
dewasa yang merupakan titipan karena 
penjara dewasa over kapasitas dan 
tahanan titipan tersebut adalah 
kebanyakan tahanan kasus narkoba. 
Perlakuan khusus bagi anak 
sangat diperlukan karena pada dasarnya 
proses hukum yang dilakukan tersebut 
tujuannya tidak hanya sebagai proses 
untuk membuktikan kesalahannya dan 
apa akibat dari kesalahannya tersebut, 
jika terbukti. Hal penting yang juga harus 
dicari pembuktiannya adalah mengapa si 
anak melakukan penyimpangan tersebut 
serta apa dan bagaimana upaya yang 
seharusnya dilakukan baik oleh 
pemerintah, masyarakat dan keluarga 
dalam menanggulangi perilakunya itu.  
Hal ini diperlukan dan seharusnya 
menjadi nafas dalam suatu proses 
peradilan anak, karena, bila merujuk 
kepada keadaan mental dan fisiknya yang 
belum matang, maka situasi, keadaan 
atau pengaruh dari luar dirinya memiliki 
peranan lebih besar dibanding yang 
berasal dari dirinya yang sebenarnya, 
sehingga anak memang tidak pada 
tempatnya untuk dibebankan 
tanggungjawab atas apa yang dia 
lakukan.  
 Peradilan bagi anak yang 
melakukan penyimpangan pada 
hakikatnya bukan untuk menghukum tapi 
bertujuan untuk memberikan 
kepentingan yang terbaik kepada anak 
(the best interests of the child), 
kepentingan terbaik anak adalah 
merupakan prinsip yang seharusnya 
melandasi dalam setiap kebijakan dan 
tindakan yang dilakukan oleh siapapun. 
Pasal 3 Konvensi Hak Anak menyebutkan, 
”Dalam semua tindakan yang menyangkut 
anak- anak, baik yang dilakukan lembaga-
lembaga kesejahteraan sosial pemerintah 
atau swasta, pengadilan, para penguasa 
pemerintahan atau badan legislatif, 
kepentingan terbaik harus menjadi 
pertimbangan utama.”21 
                                                          
21 Sulaiman Zuhdi Manik, “Anak Yang 
Berkonflik Dengan Hukum”, Dikutip dari 
http://sulaimanzuhdimanik.blogspot.com/2008/
 
IV. Solusi Mengatasi Problematika 
Penyidikan Tindak Pidana Anak 
A. Problematika Penyidikan Tindak 
Pidana Anak 
 Ketidakmampuan negara dalam 
menjangkau semua tindakan jahat yang 
sebenarnya melanggar norma hukum 
menimbulkan kesan seakan-akan 
beberapa ketentuan tak lagi berfungsi, 
karena apa yang semestinya dilarang 
sudah menjadi hal yang biasa. Taruhlah 
misalnya Pasal 533 Angka 1 KUHP 
tentang pelanggaran kesusilaan, seakan-
akan tak lagi berdaya menghadapi 
spanduk-spanduk yang terpampang di 
gedung-gedung bioskop dan majalah-
majalah yang memuat gambar maupun 
tulisan seronok yang jelas melanggar 
susila. 
 Seandainya pun hukum mampu 
menjangkau semua perilaku jahat warga 
yang sebenarnya tetap dikategorikan 
sebagai kejahatan maka rumah tahanan 
dan penjara-penjara akan penuh. Polisi 
pun akan repot dibuatnya. Hal ini berarti 
bahwa hukum selama ini memang sudah 
sangat kompromistis. Kompromistis 
karena ketidakberdayaan penegak hukum 
itu sendiri dan kondisi warga yang 
memang cenderung bersemangat anti 
otoritas. 
 Semakin berkembangnya 
semangat anti otoritas bisa mengarah 
pada kecenderungan warga menegakkan 
kebenarannya sendiri-sendiri tanpa 
memperhatikan kepentingan lain yang 
lebih luas. Bahayanya ialah, bisa terjadi 
apa yang pernah dikatakan oleh Hobbes 
bahwa manusia adalah serigala bagi 
sesamanya. Dimana yang kuat menginjak 
yang lemah, yang kuat  kian kuat dan 
yang lemah kian lemah. 
 Semangat anti otoritas ini juga 
akan menimbulkan kian tidak jelasnya 
struktur peradaban bangsa kita.  Sri 
Sultan HB X di Yogyakarta pernah 
mengatakan bahwa bangsa Indonesia 
yang sampai saat ini belum pulih dari 
krisis multi dimensi, ternyata juga 
                                                                                    
03/ anak-yang-berkonflik-dengan-hukum.html, 
Diakses tanggal 1 Maret 2012. 
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mengalami krisis peradaban. Krisis 
peradaban tersebut telah mengubah 
perilaku bangsa Indonesia yang dulu 
sering dipahami penuh dengan 
keramahtamahan, solidaritas, dan "tepo 
sliro", sekarang yang muncul justru 
bentuk kekerasan, konflik SARA, mudah 
emosi sehingga terlalu banyak kasus-
kasus di daerah di seluruh negeri ini 
didominasi bentuk-bentuk kekerasan. 
Dalam praktik pelaksanaanya, ada 
beberapa hambatan yang dijumpai, antara 
lain : 
1. Tidak semua korban atau keluarga 
korban mau menerima cara penyelesaian 
non ligitasi.  Pihak korban umumnya 
menghendaki agar pelaku jera jika 
dimasukkan penjara. Seperti yang 
dikemukakan salah seorang korban : “kok 
enak banget dia (pelaku) tidak dipenjara, 
mau dikasih uang berapa juga saya tidak 
terima.” 
2. Kejahatan yang dilakukan pelaku 
merupakan kejahatan yang diancam dengan 
pidana yang berat. 
3. Faktor penegak hukum yang kurang 
mendukung untuk adanya perdamaian. 
4. Tidak ada petunjuk pelaksanaan (juklak) 
atau petunjuk teknis (juknis) bagi aparat 
penegak hukum untuk 
mengimplementasikan cara penyelesaian 
secara non-litigasi. 
Reksodiputro telah membagi sistim 
peradilan pidana dalam tiga tahap, yaitu (a) 
tahap sebelum sidang pengadilan atau tahap 
pra-adjudikasi (pre-adjudication), (b) tahap 
sidang pengadilan atau tahap adjudikasi 
(adjudication) dan (c) tahap setelah sidang 
pengadilan atau tahap purna-adjudikasi 
(post-adjudication).22 
 
B. Solusi Mengatasi Problematika 
Penyidikan Tindak Pidana Anak 
J.E. Sahetapy dan B. Marjono 
Reksodiputro dalam bukunya Paradoks 
Dalam Kriminologi menyatakan bahwa, 
kejahatan mengandung konotasi tertentu, 
                                                          
22 Mardjono Reksodiputro, Sistim 
Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada 
kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-
batas toleransi), Penerbit FH UI, Jakarta, 
1993, halaman 12. 
merupakan suatu pengertian dan 
penamaan yang relatif, mengandung 
variabilitas dan dinamik serta bertalian 
dengan perbuatan atau tingkah laku (baik 
aktif maupun pasif), yang dinilai oleh 
sebagian mayoritas atau minoritas 
masyarakat sebagai suatu perbuatan anti 
sosial, suatu perkosaan terhadap skala 
nilai sosial dan atau perasaan hukum 
yang hidup dalam masyarakat sesuai 
dengan ruang dan waktu.23 
Kejahatan adalah problema 
manusia sepanjang jaman. Bahkan di 
jaman para Nabi/ Rasul pun kejahatan itu 
sudah ada dalam kehidupan manusia. 
Kriminolog Frank Tannembaum 
mengatakan: "Crime is eternal - as eternal 
as society" (kejahatan adalah abadi, 
seabadi masyarakat). Jahat dimaksud di 
sini bukan sekedar jahat dalam arti 
yuridis, akan tetapi jahat dalam 
pengertian luas dan kompleks. 
 Tindakan hukum yang dilakukan 
terhadap mereka yang berusia di bawah 18 
tahun harus mempertimbangkan 
kepentingan terbaik anak. Hal ini didasari 
asumsi bahwa anak tidak dapat melakukan 
kejahatan atau doli incapax dan tidak dapat 
secara penuh bertanggung jawab atas 
tindakannya.24  Dengan demikian, 
pendekatan yang dapat digunakan untuk 
penanganan anak yang berkonflik dengan 
hukum berdasarkan praktek-praktek 
negara Eropa yang sesuai dengan nilai-nilai, 
prinsip-prinsip, dan norma KHA adalah 
pendekatan yang murni mengedepankan 
kesejahteraan anak (Pasal 3 ayat (1),(2),(3)) 
dan pendekatan kesejahteraan dengan 
intervnesi hukum (Pasal 37, Pasal 39, dan 
Pasal 40). 
Berangkat dari konsep ini,  
pendekatan dengan model penghukuman 
yang bersifat restoratif  atau disebut 
                                                          
23 Syahruddin Hussein, Kejahatan 
Dalam Masyarakat dan Upaya 
Penanggulangannya, dikutip dari 
www.digilib_usu.ac.id, diakses tanggal 1 
Maret 2012. 
24 Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan 
Ni Made Martini Tinduk menyitir John 
Muncie, dalam Youth and Crime : A Critical 
Introduction, ibid, hal. 73 
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restorative justice  saat ini lebih layak 
diterapkan dalam menangani pelanggar 
hukum usia anak.  Prinsip ini  merupakan 
hasil eksplorasi dan perbandingan antara 
pendekatan kesejahteraan dan pendekatan 
keadilan. Restorative justice berlandaskan 
pada prinsip-prinsip due process yang 
sangat menghormati hak-hak hukum 
tersangka, seperti hak untuk diperlakukan 
sebagai orang yang tidak bersalah hingga 
vonis pengadilan menetapkan demikian, 
hak untuk membela diri, dan mendapatkan 
hukuman yang proposional dengan 
kejahatan yang dilakukannya. Selain itu, 
melalui model ini, kepentingan korban 
sangat diperhatikan yang diterjemahkan 
melalui mekanisme kompensasi atau ganti 
rugi dengan tetap memperhatikan hak asasi 
anak yang disangka telah melakukan 
pelanggaran hukum pidana.25 
Selain pendekatan restorative 
justice,  pendekatan diversi  dapat 
diterapkan   bagi penyelesaian kasus-kasus 
anak yang berkonflik dengan hukum. 
Diversi adalah pengalihan penanganan 
kasus-kasus anak yang diduga telah 
melakukan tindak pidana dari proses formal 
dengan atau tanpa syarat.  Adapun yang 
menjadi tujuan upaya diversi adalah:26 
1) untuk menghindari anak dari 
penahanan; 
2) untuk menghindari cap/label 
anak sebagai penjahat; 
3) untuk mencegah pengulangan 
tindak pidana yang yang 
dilakukan oleh anak; 
4) agar anak bertanggung jawab 
atas perbuatannya; 
5) untuk melakukan intervensi-
intervensi yang diperlukan bagi 
korban dan anak tanpa harus 
melalui proses formal; 
6) menghindari anak mengikuti 
proses sistem peradilan; 
                                                          
25 Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan 
Ni Made Martini Tinduk menyitir Stewart 
Asquith,  ibid, hal 74  
26 Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian 
Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di 
Kota Palembang, Simbur Cahaya No. 27 Tahun X 
Januari 2005, hal. 5-6 
7) menjauhkan anak dari pengaruh 





Berdasarkan uraian di atas, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Proses penyidikan terhadap anak 
yang melakukan kejahatan  masih 
belum cukup maksimal. Dalam hal 
anak belum mencapai umur 8 
(delapan) tahun melakukan atau 
diduga melakukan tindak pidana, 
maka terhadap anak tersebut 
dapat dilakukan pemeriksaan oleh 
penyidik. (Pasal 4 ayat 1 UU No. 3 
Tahun 1997). Apabila menurut 
hasil pemeriksaan, Penyidik 
berpendapat bahwa anak yang 
dimaksud dalam ayat 1 masih 
dapat dibina oleh orang tua, wali, 
atau orang tua asuhnya, Penyidik 
menyerahkan kembali anak 
tersebut kepada orangtua, wali, 
atau orangtua asuhnya. (Pasal 4 
ayat 2 UU No. 3 Tahun 1997). 
Apabila menurut hasil 
pemeriksaan, penyidik 
berpendapat bahwa anak 
sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 1 tidak dapat lagi dibina oleh 
orang tua, wali, atau orang tua 
asuhnya, Penyidik menyerahkan 
anak tersebut kepada Departemen 
Sosial setelah mendengar 
pertimbangan dari Pembimbing 
Kemasyarakatan. (Pasal 4 ayat 3 
UU No. 3 Tahun 1997). 
2. Untuk penyelesaian secara 
kekeluargaan/perdamaian atau non-
litigasi adalah dengan cara 
muyawarah antara pelaku, korban, 
keluarga pelaku atau keluarga 
korban serta disaksikan oleh pihak 
BAPAS dan Polisi sebagai mediator. 
Penyelesaian secara 
kekeluargaan/perdamaian atau non-
litigasi dilakukan dengan alasan : 
a) menghindari stigmatisasi 
b) pelaku sudah menyadari 
kesalahannya 
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c) pihak korban sudah memperoleh 
ganti rugi dari pelaku 
d) tindak pidana yang dilakukan pelaku 
ringan 
e) Penyelesaian secara non litigasi 
dapat memenuhi dan mencapai 
    perlindungan terhadap anak yang 
melakukan tindak pidana, karena : 
f) saling memaafkan antar pelaku dan 
korban 
g) anak pelaku tindak pidana kembali 
ke orang tua 
h) tercapai keseimbangan dalam 
masyarakat 
i) sudah tidak ada stigma bagi anak. 
Namun demikian, penyelesaian non-
litigasi ini juga memiliki beberapa 
kendala dalam praktik 
pelaksanaannya  yakni: 
a) pihak korban tidak mau menerima 
penyelesain secara non litigasi 
b) tindak pidana yang dilakukan 
diancam dengan pidana berat 
c) aparat penegak hukum kurang  
mendukung 
d) tidak ada juklak atau juknis untuk 
pelaksanaannya. 
3.   Kekerasan oleh negara terhadap anak 
yang menghadapi sistem peradilan 
pidana anak berdasarkan paparan di 
atas, tidak terlepas dari berbagai 
faktor berikut :  
a) Tidak jelasnya arah politik hukum 
Pemerintah RI dalam 
mengimplementasikan ketentuan 
hukum hak asasi internasional yang 
telah diratifikasi. Ketidakjelasan ini 
diterjemahkan dalam produk hukum 
yang secara substansif malah  
bertentangan dengan sumber 
rujukan yuridisnya.  Pertentangan 
ini salah satunya bersumber dari 
dianutnya paradigma perspektif 
partikularisme pembuat undang-
undang dalam memaknai hak asasi 
manusia. Paradigma yang 
dikedepankan Negara Indonesia 
memiliki perspektif yang lain dalam 
memaknai hak asasi manusia yakni 
bersumber pada budaya bangsa 
Indonesia  
b) Substansi produk hukum yang 
menyimpang tersebut, pada 
akhirnya dijadikan rujukan bagi 
aparat penegak hukum dalam 
menjalankan peran dan fungsinya 
dalam menegakkan sistem peradilan 
pidana anak.   Akibatnya terjadi 
praktek-praktek pelanggaran hak 
anak yang sistematis dan 
terstruktur. 
 
  Terhadap hal di atas, maka perlu 
disarankan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Proses penyidikan terhadap anak 
yang melakukan kejahatan asusila 
masih belum cukup maksimal. 
Hakim belum sepenuhnya 
menggunakan ketentuan bahwa 
anak yang melakukan kejahatan 
asusila dan kejahatan pada 
umumnya, tidak harus di vonis 
penjara namun dapat juga di 
kembalikan ke keluarganya, di 
bina oleh negara, dan di serahkan 
ke departemen sosial, dan 
organisasi sosial kemasyarakatan 
yang bergerak di bidang 
pendidikan, pembinaan dan 
latihan kerja. 
2. Agar penegak hukum memberikan 
suasana yang kondusif untuk 
terjadinya penyelesaian non litigasi. 
Selain itu dalam bidang legislasi, 
perlu diwujudkan adanya semacam 
peraturan pelaksanaan maupun 
yang bersifat teknis untuk 
menunjang penyelesaian secara non 
litigasi ini. Penting pula diperhatikan 
agar masyarakat tidak memberikan 
cap buruk terus menerus terhadap 
anak pelaku tindak pidana. 
Masyarakat hendaknya menerima 
anak pelaku tindak pidana, agar ia 
kembali dapat menemukan 
ruangnya di dalam masyarakat 
3. Implementasi hukum hak asasi 
internasional tidak cukup hanya 
pada ranah substansi hukum, namun 
ranah tata laksana (struktur) hukum 
dan ranah budaya hukum juga perlu 
mendapatkan perhatian yang sama.  
Namun demikian amandemen 
produk hukum yang 
mengimplementasikan instrumen 
hukum internasional yang secara 
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substansi masih menyimpang perlu 
dilakukan segera.  Langkah ini 
sangat signifikan untuk merubah 
praktek-praktek aparat penegak 
hukum yang bertanggungjawab 
dalam mewujudkan sistem 
peradilan pidana anak.  
4. Mengadopsi konsep restorative 
justice dalam suatu produk hukum 
yang mengatur secara khusus sistem 
peradilan pidana anak; Menaikkan 
anggaran publik yang layak  yang 
secara khusus ditujukan untuk 
memenuhi hak-hak anak yang 
berkonflik dengan hukum; 
Memperbanyak lembaga 
pemasyarakatan dan rumah tahanan 
anak sesuai dengan jumlah 
kabupaten/kota di Indonesia; 
Membuat mekanisme pengawasan 
dan sanksi hukum bagi semua 
aparat yang bertanggungjawab 
dalam mewujudkan sistem 
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